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Peran aktif lembaga perbankan menyalurkan dana masyarakat (kredit) sangat dibutuhkan dalam upaya
memacu partisipasi sektor swasta menopang pertumbuhan ekonomi negara, Namun karena adanya paket
peraturan likuiditas bank dari otoritas moneter, maka bankbank harus bekerja sama membentuk sindikasi
guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sejumlah besardana usaha. Sehubungan dengan hal itu, UU
Perbankan 1992 antara lain menegaskan larangan bagi bank untuk member! kredit kepada siapapun yang
tidak diyakininya mampu dan sanggup melunasi pada waktu yang diperjanjikan. Meskipun keyakinan bank
dalam menyalurkan kredit tidak lagi semata-mata ditolokukurkan pada aspek jaminan, tetapi dalam praktik
aspek ini masih cukup dominan pengaruh dan peranannya. Bahkan dalam kredit sindikasi, aspek jaminan
sering disyaratkan secaraluas oleh kreditur, mencakup jaminan kebendaan dan jaminan perorangan
(personal guarantee atau borghtoch). Hal ini dimaksudkan bank-bank pada umumnya untuk membentuk
keyakinan yang lebih hakiki, selain tentunya untuk |ebih memantapkan proteksi atas kepentingan bank di
dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelgjari dan memahami
tentang: (a) pengaturan jaminan perorangan dalam hukum perdata dan kredit sindikasi, (b) pihak-pihak yang
dapat menjadi penjamin kredit sindikasi dan syarat-syaratnya, dan (c) praktik jaminan perorangan dalam
kredit sindikasi di Indonesia. Untuk meneliti objek permasalahan digunakan metode normatif dengan
pengungkapan masalah secara deskriptif-analltis berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari studi
kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian
dan analisis masalah diketahui bahwa: (a) orang dapat menjadi pen jamin perorangan dalam kredit sindikasi
jikamemenuhi syarat yuridis, sosiologis, ekonomis dan teritorial; (b) konsekuensi yuridis dari sifat asesoir
perjanjian jaminan adalah pada diri penjamin hanya melekat unsur kewajiban setelah debitur wanprestasi;
(c) kedudukan hukum dari penjamin dan kreditur dalam praktik kredit sindikasi senantiasatidak setara; (d)
syarat kausa halai perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata wajib dipenuhi kreditur
dan debitur sebelum petjanjian dibuat dan atau ditandatangani hingga perjanjian itu berakhir; (€) hanyalead
manager (bank agen) dalam kredit sindikasi bentuk umum yang dimungkinkan untuk mengeksekusi
kekayaan penjamin apabila debitur wan prestasi; serta (f) praktik peradilan bidang perdata di Indonesia
relatif kurang mellndungi hak-hak atau kepentingan kreditur kredit (sindikasi) dengan jaminan (perorangan)
dalam pelaksanaan eksekus atas kekayaan penjamin.
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